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Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh

Tiga berternpat di Bengkayang, kami yang bertanda tangan dibaurah ini :

Kepata Rumah Tahanan Negara Kelas llB

Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Rumah Tahanan Kelas llB
Bengkayang yang berkedudukan di Jalan

Raya Sanggau Ldo KM.19 Bengkayang, yang

selaniutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA-

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian

Pendududk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Dinas

Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan

di Jalan Raya Jalan Guna Baru Trans

Rangkang Bengkayang yang selaniutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.
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ptHAK PERTAMA dan ptHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PTHAK sepakat

untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahutu menerangkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi Pemerintah yang berwenang meniaga

keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan

Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas llB Bengkayang;

Z. Bahwa ptHAK KEDUA adalah institusi Pemerintah yang merupkail unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;

3. pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Blnaan

pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara Fmbinaan yang

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana;

4. Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas llB Bengkayang adalah

Narapidana dan Tahanan yang merupakan penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas

llB Bengkayang yang sedang menjalankan proses hukum dan proses pembinaan yang

dapat menimbulkan potensi rawan gangguan keamanan dan keterttban;

5. Tahanan adalah seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang sedang

menjalankan proses peradilan pidana;

6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya;

7. Bahwa pelaksanaan program pelayanan Kesehatan Dasar Warga Binaan

Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas llB Bengkayang yang merupakan

wewenang PIHAK PERTAISA, menuntut penanganan yang tebih intensif terencana

dan terpadu dengan PIHAK KEDUA;

8. Bahwa untrk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya kesepakatan

antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA se€ra bersama-sama dalam rangka

peningkatan keriasama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

PASAL I

DASAR KESEPAHAiIAN BERSAIfiA

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undaftgan, sebagai berikut :

(1) Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia lndonesia tahun1945,

{21 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

(3) Undang-undangan nomor 36 Tahun zAM Tentang Kesehatan.



PASAL II

TiAKSUD &Ail TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedornan bagi PARA PIHAK dalam

rangka rnelakukan kerjasarua dalam p*imymnmn ke*ehatalr da*ar di Kurnah T"shmnan

Negara Kelas llB Bengkayang;

(2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang

berkualitas dan meningkatkan kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah

TErt"ranmn Pdegara Kelas ltffi ffienglteyarfis untuk hiclt'tp sehat.

PASAL III

AUAhIG LIHGKUT

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangl tugas pokok masing-masing

pllrak akan memhantu rnelaksanakan pelayanan keushatart dasar, dongan

memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak.

(2) Petayanan Kesehatar"l Dasar di Rurnah Tahanan Negara Kelas llB ilengkayang

sebagaimana dimaksud dalarn ayat 1 (satu) diatas meliputi:

{rx} Frogram upmya kesehatari perorflnsfrn (UK$}} di Kurnah Ta}runxm hlegara Kelas

llB Bengkayang yang meliputi pemeriksaan kesehatan, tenaga paramedis, logistik

obat dan BMHP dan sarana prasarana pendukung

(b) Program penanggulangan dan pengendalian penyaklt menular'

{c} Prograrn p*nanggulangan dan pengendalian p*nyakit tidak menular.

(d) Program pembinaan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah

Tahanan Negara Kelas ll$ Eengtr<ayang.

PASA.L IV

PHKAK$AN&AH

(1) PIHAK PERTAFTA :

{a} PIHAK PERTAIII|A berkewajihan melaksanakan prograrn sabag*imana tercantuni

pada dasar 3 (tiga) ayatZ (dua),

{b} plHA,K pffiffiTAftrIA hersedia msfi#rirlla supervisidari pihak lsedua.

f



(c) FIHAK PERTAnfiA bersedia melaporkan hasil pencatatan dan pelaporan kepacia

PIH&K KHffiUA setiap hul*n.

(2) F|HAK KEDUA :

{a} pl}'lAK KEBUA herkewajiban rnevnb*rikan peXeyanan }tesehatan dasar kepada

PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur.

{fJ) ffilt{&K KHffiLJA ber}tewajlban rn*mberikxn 5:en,btnaan dam sspervi*i e**laln

pelaksanaan prsgrarn-program yang telah ditetapkan.

PASAL V

pffihlGsffiffiAlilsAstAN

(1)

1 t?)

t3i

(4)

(5i

Kegiatan-kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;

$ebagai unsur pelaksana :

Ka.Rutan Kelas llB Bengkayang dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga

ffisre**an* Kahupaten B*ngkayeng

PARA PltlAK Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala nrinlmal 3 (tiga) bulan

selqalidan melapCIrkan lrasi$nya kepada PAfiA FlllAX;

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evafuasi atas p*laksan*an k*sepakatan ini

agatr kegimt*n*ltegiata{"? ytrftS [*r*akup *lc*almmnym e$apmt h*rju*{an #e*gxn hmik.

PA.SAL VI

PEfi'IBIAYAAil

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan B*rsama ini

drhebankan kepada FARA pl[-tAK $scara prop*lsi*nal.

PASAL VII

KETENTUAfiT LA*H

(1i Hal-halyeng belum diatur dalam kesepakatan bersam* ini (Acklendum) akan ditentukan

kemudian oleh FARA plt"lAK dan mer*pmkmn hagimn yffng tirJak tmrpisahkan clari

kesepakatan ini;

{2} Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama inr hanya dapat dilakukan atas persetuiuan

PARA PIHAK,



(g) Datam hal Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-

undangan;

(4) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

ditandatangani Keeepakatan Bersama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari bulan, dan tahun

sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli,

masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk

dipatuhi dan dilaksanakan obh PARA PIHAK
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